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Menimbang : a' bahwa berdasarkan undang;uldang Nomor l g Tahun rggTjo. Nomor34 'fahun 2000 tentang Pajak iun Retribusi Daerah, pemerintah' Kabupat:l cianjur t.r"n *rn.rui,k* peraturan baerah diantaranyaNomor 2l raliun lggg ter,tang n.,riuuri. pe_nginapan/pesanggrahan/villa' Nomor 03 Tahun 2002-tentang lzin uiaha Jasa Konitruksi,Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi pemelih;; Jalan, Nomor 0gTahun 2001 jo' Nomor l3 ta-hun zoos 1.1t*f fl.tribusi uang Leges,Nomor 09 Tahun 2001 tenrang Retribusi.pelaianun-rutu Usahi Kayu,Nomor l0 Tahun'2001 
,tentang Retribrrsi 

^li^l 
pengusahaan AngkutanKendaraan Bertnotor, Nomor 

-13 
iui',un zbot teriang Retribusi IjinBongkar Muat Barang, Nomor i+ r:urrun 200r i;;;;"g Retribusi IjinLIsaha Kcpari*'isataair, Nonror 04 iahu' 2002 teHtang Retribusi, ' Pengolahan Hasil Teh Rakyat, Nomor 07 Tahu n zooztentang RetribusiPenrboriiu dan Pengatnbitan air g.;h Tanah, Nornor 0l rahu n 2004tentang wajib Datlar Perusahaan, Nomor 02 Tarrun 2004 tentangretribusi perijinan dan pendaftaran usaha di nidang perdagangan,Nontor 03 Titlttttt 2004 lrltanf R.u'it r'ri p.,.i.ii,iun Bidang LlsahaIndustri' Nont,r I3 Tahu'2004 tir.,ioni Retribusiboturen pengadaan

Barang/Jasa. Pemerintah, Nomor 0z iahun 2005 tentang RetribusiPasar Grosit', dan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi IiinPcruntukan penggunaan Tanah ff ppil,
a' bahwa dengan diberlakukannvlUndang-undang Nomor 2g Tahun 2009teutang Pajak dan Retribusi Du.ruh,"r.*ua peraturan Daerah yangmengatur pajak dan retribusi daerah. di ruuufuten cianjur perludilakukan penyempumaan cian penf.r"ui*; Ir uranJur per

b' bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal l g0 undang-undangNomor 28 Tahtrrr 2009 sebagtrimonu Jiraksud .ruiun,, huruf b, untukPeraturan Daerah sebagaimaria oimur<sud dala'r rr"r"r a perlu dicabutkarena tidak tercanturn daram unoanf,ir,,tung tersebut;
c' bahwa berdasarkan pertirybangan sebagaimana dimaksud dalam hTiDf - -

i;,ii,l,l1l;HJ,:raturan 
oaeLh termiksud p.rru aiierapkan o.G;
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: l' unda'g-Unda.ng-Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang pembentukanDaerah-Daerah Kabupattn ouiur. Lingku*; propinsi Djawa Barat(Berita Negara tahun,l?sol .Jugui**"u t rirr-iiuuut, dengan undang-undang Nomor 4 Tahun rt;? t-entang pembentukan 
Kabupatenpurwakarta can KaLryaten subang, dengari n;*Lr.uah undang_undangNomor l4 T'ahun l95d t"ntung P;rin.n,il.un ou.lah-Daerah KibupatenDalam Lingkungan 

ltoninsi"iju*u Barat (t .muaran Negara Tahun- r 96g Nomor 3 r, Tamba'un t-enruar"" N;;;;"N;"r 2g5 r );2' undang-undang Nomor 17 Tahun ,oot tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Repubiik 
-irion.riu 

i.lr* 2003 Nomor 47,T'ambahan Lernbaran Nreu; R.pJrir, rnoonrriuiorlor a2g6);3' U'da'g-undang 
. Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukanPeraturan PenrnJang 

.lnsngun 1r-.*uu*,r N"guru n"publik Indonesia
Iffi.iffnNomor"s 3, Ta;bur,* Lr.bara,l NJsr* Repubrik rndones ia

4' undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaanPe'gelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraTahun z0a4 Nomor oE, r"ilt;ili.,oulran *;;;" Nomor 4400);i' u'da'g-U.tla'g Nomor 32 T'ahun 2004 tentang pemerintahan 
Daerah(Lenrbaran Negara Repubrik' l,roon.riu TahJn 2004 Nomor r2s,Tarnbahan Lembaran 

-Negara 
N;I"i 4437) sebagaimana telahbeberapakali diubah terakhii;.;g;n' Undang-un'o*g Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Keduu ,{t* uncan!-u;;g Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan n*."n 1r.emb'aran-il.guru Tahun 200gNr-r'ror 59, 'r'anrlrahan t.nruaru,iNJgu.u Nomor aga4);6' undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbanganKeuangan Antaia Penrerintatr pusai'oun pemeriniln ou.rut, (LembaranNegara Republik rnqon.ri; iiil;; 2004 No-o. 126, TambahanLembaga Negara Repubrik rnoon.riu Nomor 443g);

7 ' undang-undang Nomor zg Tahun 2,-009 
.rentang 

pajak Daerah danItctribusi Dac'arr (Le'rbaran. N;;;;; Repubrit in?onesia Tahun 2009
*XTrT 

130' Tambahan Lembarai- Nrg* Repubrik Indonesia ir.romor

8' Peraturan I pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomanPembinaan dan Pengatvasa.n Penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara i.epublik rnion.ri- Tahun 

- 
ioos Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara ltepublik Indonesi; N;*o r 4593);

9 ' Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 trntung pembagianUrusan pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan 
DaerahPro'insi tlan Per:rerintahan l)aerah iabupaten/Kora (Ldmbaran NrguruRepublik Indonesju rurtun zooii Nl*o, g2, Tambahan LembiranNegara Repubrik Indonesia Non",on qiil), rbahan Lemba

l0' Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun z0r0 tentang Tata caraPemberian dan Pemanfaatan Insentif p_emungutan pajak Daerah danRetribusi (Lembaran NeglT Republik IndonJsia tahun z[l|NomorI 19, rambahan Lernburun rv.eu* R.puurit noonlriJ'No','o, 5 r 6r);rr' 
Hltm,ffi*"fi?i:;il'*'ri Nomor 15 rahun 2006tentans renis

l3' Peratttran Merrtcri Dalanr Negeri Nonror l6 Tahun 2006 tentang' Prosedur penyusunan proor',t Hikum Dlerah; http://www.bphn.go.id/


